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Visi dan Misi
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32. “Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia di Tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

• Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya 
Indonesia.

• Mengembangkan kebudayaan dalam berbagai bidang 
yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi.

• Memajukan budaya yang mendukung keberagaman 
dan memperkuat persatuan bangsa.

• Mempromosikan budaya Indonesia di kancah 
internasional.

• Mengukuhkan dan memanfaatkan budaya sebagai 
soft power Indonesia.

• Melestarikan, mengembangkan dan memajukan 
kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri 
bangsa, meningkatkan daya saing nasional, serta 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Visi Misi



Bagan Susunan Organisasi
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN



Narasi Strategis
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN



Posisi Strategis
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN



1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan 

Pelestarian Cagar Budaya.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 

2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.

DASAR HUKUM



“benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga 
memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.”

OBJEK YANG DIDUGA
CAGAR BUDAYA (ODCB)

“adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa 
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang 
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama, dan/atau kebudayaan  melalui proses 

penetapan.”

CAGAR BUDAYA

Kriteria CAGAR BUDAYA
Pasal 5, UU No. 11 Tahun 2010

a. Berusia 50 tahun atau lebih,
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun,
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11, UU No. 11 Tahun 2010 (kriteria khusus)
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas 
dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa 
Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan 
sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36, UU No. 11 Tahun 2010 (pasal penjelasan)
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang 
memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana 
dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan 
Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh 
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.



Kategori CAGAR BUDAYA

Benda Cagar Budaya adalah benda alam 
dan/atau benda buatan manusia, baik 
bergerak maupun tidak bergerak, 
berupa kesatuan atau kelompok, atau 
bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang 
memiliki hubungan erat dengan 
kebudayaan dan sejarah perkembangan 
manusia.

Kriteria Pasal 6
a. berupa benda alam dan/atau benda 

buatan manusia yang dimanfaatkan 
oleh manusia, serta sisa-sisa biota 
yang dapat dihubungkan dengan 
kegiatan manusia dan/atau dapat 
dihubungkan dengan sejarah 
manusia;

b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; 
dan

c. merupakan kesatuan atau kelompok

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan 
binaan yang terbuat dari benda alam atau 
benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang berdinding dan/atau 
tidak berdinding, dan beratap.

Kriteria Pasal 7
a. berunsur tunggal atau banyak; 

dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan 

formasi alam.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan 
binaan yang terbuat dari benda alam 
dan/atau benda buatan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan ruang kegiatan 
yang menyatu dengan alam, sarana, 
dan prasarana untuk menampung 
kebutuhan manusia.

Kriteria Pasal 8
a. berunsur tunggal atau banyak; 

dan/atau
b. sebagian atau seluruhnya menyatu 

dengan formasi alam.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang 
berada di darat dan/atau di air yang 
mengandung Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 
Struktur Cagar Budaya sebagai hasil 
kegiatan manusia atau bukti kejadian pada 
masa lalu.

Kriteria Pasal 9
a. mengandung Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 
Struktur Cagar Budaya; dan

b. menyimpan informasi kegiatan 
manusia pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan 
ruang geografis yang memiliki dua Situs 
Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri 
tata ruang yang khas.

Kriteria Pasal 10
a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar 

Budaya atau lebih yang letaknya 
berdekatan;

b. berupa lanskap budaya hasil 
bentukan manusia berusia paling 
sedikit 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki pola yang memperlihatkan 
fungsi ruang pada masa lalu berusia 
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

d. memperlihatkan pengaruh manusia 
masa lalu pada proses pemanfaatan 
ruang berskala luas;

e. memperlihatkan bukti pembentukan 
lanskap budaya; dan

f. memiliki lapisan tanah terbenam 
yang mengandung bukti kegiatan 
manusia atau endapan fosil.

BENDA CAGAR BUDAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA STRUKTUR CAGAR BUDAYA SITUS CAGAR BUDAYA KAWASAN CAGAR BUDAYA



Alur PENGKAJIAN, PENETAPAN, DAN 
PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA



“benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga 
memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.”

OBJEK YANG DIDUGA
CAGAR BUDAYA (ODCB)

“adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa 
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang 
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
agama, dan/atau kebudayaan  melalui proses 

penetapan.”

CAGAR BUDAYA

Kriteria CAGAR BUDAYA
Pasal 5, UU No. 11 Tahun 2010

a. Berusia 50 tahun atau lebih,
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun,
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11, UU No. 11 Tahun 2010 (kriteria khusus)
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas 
dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa 
Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan 
sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36, UU No. 11 Tahun 2010 (pasal penjelasan)
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang 
memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana 
dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan 
Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh 
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.



Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa 
Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

Seluruh Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Register Nasional CAGAR BUDAYA

Pengkajian ODCB

Pengkajian oleh TACB dan 
disidangkan dengan hasil 

rekomendasi ODCB sebagai Cagar 
Budaya atau bukan Cagar Budaya

Pemeringkatan CB

Menteri, gubernur, atau bupati/wali 
kota sesuai dengan kewenangan 

menentukan peringkat Cagar 
Budaya melalui keputusan 

Pendaftaran Objek Diduga Cagar 
Budaya (ODCB) 

Mengisi formulir pendaftaran, 
menyusun dokumen pendaftaran, 
mengubah dokumen pendaftaran 

menjadi naskah kajian

Penetapan ODCB sebagai
Cagar Budaya (CB)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali 
kota sesuai dengan kewenangan 

menetapkan status ODCB menjadi 
Cagar Budaya melalui keputusan

Pencatatan CB

Setelah penetapan, dilakukan 
pencatatan ke dalam Register 
Nasional untuk mendapatkan 

nomor Register Nasional

Pengalihan Kepemilikan dan 
Penguasaan CB

Cagar Budaya yang telah dicatat 
dalam Register Nasional dapat 

dialihkan Kepemilikannya kepada 
negara atau Setiap Orang lain

Penghapusan CB

Penghapusan status Cagar 
Budaya dilakukan berdasarkan 

Keputusan Menteri atas 
rekomendasi TACB

Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya



Proses PENDAFTARAN, PENGKAJIAN, PENETAPAN, 
DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

● Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir 
Pendaftaran secara manual dan/atau elektronik 
bertempat di Direktorat Jenderal atau OPD bidang 
kebudayaan sesuai kewenangan.

● Berkas Pendaftaran kemudian diverifikasi, 
didokumentasi, dan disusun deskripsi oleh 
Direktorat Jenderal atau OPD bidang kebudayaan.

● Setelah berkas dinyatakan layak, dilakukan 
pengkajian oleh TACB dan disidangkan dengan 
hasil kesimpulan ODCB sebagai Cagar Budaya 
atau bukan Cagar Budaya.

● Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 
dengan kewenangan menetapkan status ODCB 
menjadi Cagar Budaya dan menentukan 
peringkat Cagar Budaya melalui keputusan 
berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 

● Setelah Penetapan status dan peringkat 
Cagar Budaya diperoleh, dilakukan 
pencatatan ke dalam Register Nasional 
untuk mendapatkan nomor Register 
Nasional.

● Setelah Cagar Budaya tercatat dalam 
Register Nasional, maka Menteri, gubernur, 
bupati/wali kota sesuai kewenangannya 
dapat menerbitkan: 

a. surat keterangan status Cagar Budaya
b. surat keterangan kepemilikan 
berdasarkan bukti yang sah. 

● ODCB yang secara sah dan meyakinkan 
merupakan tidak Cagar Budaya, maka 
dilakukan penerbitan surat keterangan 
bukan Cagar Budaya.



Keputusan Penetapan dan Peringkat CAGAR BUDAYA

● Penetapan status Cagar Budaya tidak semerta-merta menjadikan peringkat cagar budaya 
tersebut.

● Bupati/Walikota idealnya mengeluarkan;
1. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Cagar Budaya.
2. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Cagar Budaya sebagai Peringkat 

Kabupaten/Kota.

– Dipisah – – Digabung – 

Pasal 37, Pasal 38, Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023



Penghapusan CAGAR BUDAYA dan Pencabutan  
STATUS CAGAR BUDAYA

● Gubernur, atau bupati/wali kota dapat 
mengusulkan pencabutan status Cagar 
Budaya kepada Menteri.

● Penghapusan status Cagar Budaya 
dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri 
atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

● Penghapusan dilakukan apabila Cagar 
Budaya dalam keadaan: “musnah, hilang 
dalam jangka 6 (enam) bulan dan tidak 
ditemukan; mengalami perubahan wujud 
dan gaya sehingga kehilangan aslinya; atau 
di kemudian hari diketahui statusnya bukan 
Cagar Budaya”

Pasal 67, Pasal 70,  Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023



APA BISA CAGAR BUDAYA DIBUAH atau BERUBAH?

● Menteri 
Dilaksanakan Direktorat Jenderal, 
berdasarkan hasil evaluasi TACBN

● Gubernur 
Dilaksanakan OPD yang ditunjuk, 
berdasarkan hasil evaluasi TACB Provinsi

● Bupati/Wali kota 
Dilaksanakan OPD yang ditunjuk, 
berdasarkan hasil evaluasi TACB Kab./Kota

• Peringkat naik (dilakukan berjenjang)

• Peringkat turun (hasil evaluasi berkala min. setiap 5 tahun)

CB

CB

Kewenangan
Pasal 48, huruf a, Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023



1. Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan diusulkan oleh 
Bupati/Walikota ke Gubernur untuk dikaji oleh TACB Provinsi terkait 
peringkatnya sebagai Cagar Budaya Provinsi.

2. Cagar Budaya Peringkat Provinsi diusulkan oleh Gubernur ke Menteri yang 
mengurusi bidang Kebudayaan untuk dikaji oleh TACB Nasional terkait 
peringkatnya sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

CBpK CBpP CBpN
Cagar Budaya 

Peringkat 
Kabupaten/Kota

Cagar Budaya 
Peringkat Provinsi

Cagar Budaya 
Peringkat Nasional

Mekanisme PERUBAHAN PERINGKAT CAGAR BUDAYA 
MELALUI PENGUSULAN 

Pasal 48, huruf b, Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023



Cagar Budaya di PROVINSI JAWA BARAT

4

2

4

7

32

17

6

15

9

11

2 7

3

333● Jumlah Cagar Budaya di 
Provinsi Jawa Barat : 

452
● Cagar Budaya Peringkat 

Provinsi: 8
● Tersebar di Kota Bandung, 

Kota Sukabumi, Kota 
Cirebon, Kota Cimahi, Kota 
Bogor, Kota Bekasi, 
Kabupaten Bandung Barat, 
Kabupaten Tasikmalaya, 
Kabupaten Sukabumi, 
Kabupaten Subang, 
Kabupaten Pangandaran, 
Kabupaten Indramayu, 
Kabupaten Ciamis, dan 
Kabupaten Bogor. 



Cagar Budaya di PROVINSI JAWA BARAT*

● Jumlah Cagar Budaya di Provinsi 
Jawa Barat : 

452 Cagar Budaya
● Tersebar di Kota Bandung, Kota 

Sukabumi, Kota Cirebon, Kota 
Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, 
Kabupaten Bandung Barat, 
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten 
Sukabumi, Kabupaten Subang, 
Kabupaten Pangandaran, 
Kabupaten Indramayu, Kabupaten 
Ciamis, dan Kabupaten Bogor. 

● Cagar Budaya Peringkat Provinsi: 

8 Cagar Budaya menjadi 
Peringkat Provinsi

*data berdasarkan SK yang dikirim ke Direktorat Warisan Budaya



Sulawesi
Barat

00

Gorontalo

00

Lampung

1

Kalimantan
Tengah

00

Kalimantan 
Barat

1

Sumatra
Barat
23

Kalimantan 
Utara

00

Kalimantan 
Selatan

1

Kalimantan 
Timur

1

Bengkulu

2

Banten

1

DK 
Jakarta

57

Jawa 
Barat
20

D.I 
Yogyakarta

26

Jawa 
Timur
27

Jawa 
Tengah

30

Bali

2 NTB

2
NTT

2

Kep. Babel

2

Kep. Riau

2

Aceh

1 Sumatra 
Utara

5 Riau

2
Jambi

2 Sumatra
Selatan

1

Papua
Selatan

00

Papua 
Tengah

00

Maluku

8
Sulawesi 
Tenggara

1
Sulawesi 
Selatan

5

Sulawesi
Tengah

00
Sulawesi

Utara

3

Maluku
Utara

2 Papua 
Barat Daya

00 Papua Barat

00 Papua 

00 Papua
Pegunungan

00

PERSEBARAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL
Cagar Budaya Peringkat nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia (Pasal 46, UUCB)

Cagar Budaya 
Peringkat Nasional 

228

Struktur Cagar Budaya : 18
Benda Cagar Budaya : 64 Situs Cagar Budaya : 50  
Bangunan Cagar Budaya :  67 Kawasan Cagar Budaya : 19



Cagar Budaya Peringkat Nasional dari 
PROVINSI JAWA BARAT 

1. Situs Cagar Budaya Gunung Padang
2. Benda Cagar Budaya Prasasti Ciaruteun
3. Benda Cagar Budaya Prasasti Kebon Kopi I (Prasasti Tapak Gajah) 
4. Bangunan Cagar Budaya Gedung Naskah Linggajati
5. Bangunan Cagar Budaya Gedung Merdeka
6. Situs Cagar Budaya Lokasi Gedung Merdeka
7. Benda Cagar Budaya Prasasti Muara Cianten
8. Benda Cagar Budaya Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak)
9. Benda Cagar Budaya Prasasti Pasir Awi 

10. Bangunan Cagar Budaya Gedung Sate
11. Situs Cagar Budaya Taman Kepurbakalaan Sunyaragi
12. Bangunan Cagar Budaya Kantor Pos Besar
13. Bangunan Cagar Budaya Museum Geologi
14. Bangunan Cagar Budaya Hotel Savoy Homann
15. Bangunan Cagar Budaya Gedung Dwi Warna
16. Bangunan Cagar Budaya Observatorium Bosscha
17. Struktur Cagar Budaya Makam Tjut Nja’ Dien
18. Kawasan Cagar Budaya Batujaya
19. Bangunan Cagar Budaya Gedung Balai Kota Cirebon
20. Bangunan Cagar Budaya Hotel Preanger



a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa; 
b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia; 
c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit 

jumlahnya di Indonesia 
d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas 

daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; 
dan/atau 

e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau 
pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah. 

PERINGKAT NASIONAL UU No.11/2010, Pasal 42



● Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemeringkatan Cagar Budaya 
berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan 
peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi TACB

● Dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan melakukan penilaian 
terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan, sehingga semua kriteria yang ditetapkan 
oleh undang-undang (sesuai peringkatnya) dapat terpenuhi

● Pemeringkatan dilakukan secara berjenjang:
- Peringkat kabupaten/kota, oleh bupati/wako atas rekomendasi TACB 
  Kabupaten/Kota
- Peringkat provinsi, oleh gubernur atas rekomendasi TACB Provinsi
- Peringkat nasional, oleh Menteri atas rekomendasi TACB Nasional

● Syarat dan kriteria pemeringkatan Cagar Budaya tertuang dalam Pasal 42 untuk peringkat 
nasional, Pasal 43 untuk peringkat provinsi, dan Pasal 44 untuk peringkat kabupaten/kota 
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA



● Gubernur mengirimkan Surat Permohonan ke Menteri terkait perubahan 
peringkat Cagar Budaya Peringkat Provinsi menjadi Cagar Budaya Peringkat 
Nasional.

● Melampirkan Dokumen Pengusulan, berupa:
1. Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya.
2. Surat Keputusan Penetapan sebagai Peringkat Kota/Kabupaten.
3. Surat Keputusan Penetapan sebagai Peringkat Provinsi.
4. Naskah Kajian Penetapan, Pemeringkatan Kota/Kabupaten, dan 

Pemeringkatan Provinsi.
5. Berkas Pengusulan yang berisi latar belakang pengajuan usulan, format 

lihat  http://ringkas.kemdikbud.go.id/rymauj   atau lampiran IV 
Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023.

PROSEDUR PENGUSULAN 
CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL



● Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan analisis atas usulan perubahan 
peringkat berdasarkan dokumen pengusulan. 

● TACBN melaksanakan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat 
Nasional. 

● TACBN memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait Penetapan Cagar 
Budaya Peringkat Nasional. 

● Penerbitan Keputusan Menteri tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat 
Nasional. 

PROSEDUR PENGUSULAN 
CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL (2)



PRANALA FORMAT DOKUMEN 
PENDAFTARAN/PENGUSULAN

https://tinyurl.com/fordokpendaftarancb

https://tinyurl.com/fordokpendaftarancb


● Gubernur dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan melakukan verifikasi dan 
analisis atas usulan perubahan peringkat berdasarkan:
a. dokumen pendukung yang berisi latar belakang pelaksanaan evaluasi dan 

hasil pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai kewenangan; atau
b. dokumen pendukung yang berisi latar belakang pengajuan usulan dan hasil 

pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai kewenangan.

VERIFIKASI DAN ANALISIS 
(SYARAT ADMINISTRASI PEMERINGKATAN)

Permendikbudristek No. 36/2023, Pasal 51 



VERIFIKASI DAN ANALISIS 
(SYARAT ADMINISTRASI PEMERINGKATAN) (1)

TAHAPAN DASAR HUKUM DOKUMEN
1. Permohonan perubahan 

peringkat secara 
berjenjang dengan 
melampirkan Dokumen 
Pendukung. 

Usulan perubahan peringkat Cagar Budaya 
dilakukan dengan mengajukan permohonan 
perubahan peringkat secara berjenjang.

Permohonan perubahan peringkat Cagar Budaya 
disampaikan oleh:
• bupati/wali kota kepada gubernur; dan/atau
• gubernur kepada Menteri, dengan melampirkan 

dokumen pendukung. 

1. Surat permohonan usulan 
perubahan peringkat Cagar Budaya 
dari Gubernur. 

2. Lampiran Dokumen Pendukung 
Perubahan Peringkat Cagar Budaya 
berupa:

• SK Penetapan CB
• SK CB Peringkat Kab/Kota
• SK CB Peringkat Prov
• Latar Belakang Pengusulan
• Hasil Kajian TACBN
• Rekomendasi TACBN



VERIFIKASI DAN ANALISIS 
(SYARAT ADMINISTRASI PEMERINGKATAN) (2)

TAHAPAN DASAR HUKUM DOKUMEN

2. Direktur Jenderal 
melakukan verifikasi 
dan analisis atas usulan 
perubahan peringkat.

(1) Gubernur dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan 
melakukan verifikasi dan analisis atas usulan 
perubahan peringkat berdasarkan:
a. dokumen pendukung yang berisi latar 

belakang pelaksanaan evaluasi dan hasil 
pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai 
kewenangan; atau

b. dokumen pendukung yang berisi latar 
belakang pengajuan usulan dan hasil 
pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya sesuai 
kewenangan.

(2) Verifikasi dan analisis dilaksanakan paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi atau usulan 
diterima.

1. Hasil Pengkajian Tim Ahli Cagar 
Budaya Nasional.

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar 
Budaya Nasional.

3. Dokumen Hasil Verifikasi dan 
Analisis.



VERIFIKASI DAN ANALISIS 
(SYARAT ADMINISTRASI PEMERINGKATAN) (3)

TAHAPAN DASAR HUKUM DOKUMEN

3. Menteri menetapkan 
perubahan peringkat 
cagar budaya.

Keputusan peringkat Cagar Budaya melalui 
keputusan paling sedikit memuat:
a. nama Cagar Budaya;
b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
c. peringkat Cagar Budaya; dan
d. nama pemilik dan/ atau yang menguasai 

Cagar Budaya. 

1. Keputusan Menteri tentang 
Penetapan Perubahan Peringkat 
Cagar Budaya.

2. Surat penolakan perubahan 
peringkat Cagar Budaya.



TERIMA KASIH


